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Daerah, bahwa pergeseran anggaran antar obyek u 
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melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran Ba eni 

. APBD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, sehingga Aa aa: 
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Wilayah Daerah- Daerah . “Tingkat I. Bali, Nusa. - 

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara “Timur - 2 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 

Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1655): 

Undarig-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara. Republik 3 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,-. Tambahan . RN 

| Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): " 2 | : | 

Undang-Undang Nomor | ratun 2004 tentang” F 

Perbendaharaan Negara (Le baran Negara Republik 8 1 

Indonesia “Tahun 2004 omor 5, — Tambahan : | 

| Lembaran Negara Republik Wdomesia Nomor 435515” : : | 

Undang-Undang Nomor 25| Tahun 2004 tentang” 1 

Sistem Perencanaan " ' Pembangunan : Nasional Lg iB 

(Lembaran Negara Republik Indonesia T: Tahun 2004 Ka, 

| Nomor 104, Tambahan Lem aran' Negara Republik 5. 

| Indonesia Nomor 4421) . 2 

Undang-Undang Nomor. 33: Tahun" 2004 tentang Dan 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah. Pusat | an : 
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Undang-Undang : Nomor: 28 | Tahun: 2009. tentang - n 

Pajak Daerah dan Retribusi: Daerah. (Lembaran. " 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Kn 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

. Nomor 5049): Tan AA 

Undang-Undang Nomor: 23. Tahun. 2014: tentang... 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara: Republik .. 

Indonesia “Tahun 2014 : .Nomor 2144, ' Tambahan An : 

Lembaran: Negara Republik Indonesia Nomor 5587) bea 
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2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara : 

Pengelolaan Keuangan 1 Badan Layanan ' Umum 

| “Nomor 4575): 

(AL. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 ran | 

Bantuan Keuangan: Partai “pd ( (Lembaran Negara " 
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Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 6 | 
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Peraturan Pemerintah ' Nomor .23. Tahun. 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan ' .Layanan . “ 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun . 5 

Republik Indonesia Nomor 4509): sebagaimana telah : 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 : 

Tahun 2012 tentang Perubahan 'atas Peraturan 

Pemerintah Nomor. -23 rahuni 5 2005: tentang 4 
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2017 tentang: Pengelompokan Kemampuan 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor, 

Peraturan Menteri . Dalam Negeri Nomor. 36: Tahun : 

dalam Anggaran Pendapata dan: Belanja bitmti | 

Laporan Perangginjawatah Penggunaan | Bantuan 

Penganggaran dalam': Anggi an ' Pendapatan dan. 
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62: Tahun 
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Keuangan Daerah - sert Pelaksanaan | dan | 

Pertanggungjawaban 'band — Operasional Berita . | 

1067), In 5. Karaan mek 

2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran 

dan Tertib Administrasi Pen ajuan, Penyaluran, dan 

Keuangan Partai Politik (Berita : Negara. Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana 

telah diubah dengan Penbturan” Menteri ' Dalam 

Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan. 

atas Peraturan: Menteri. D am" Negeri. Nomor - 36: 
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Rp.7.452.500.000,00. pai 

| 
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berbunyi sebagai berikut : || | Hi 

| Rincian perubahan/pergeserin anggaran. belanja : 

1 2 Ketentuan Pasal 10 diub: , sehingga Pasal it 2 

b
i
 

| 
Tan pegawai, belanja barang dan jasa, belanja, subsidi, 

belanja hibah dan ' | petapua |bantuan 'sosial' 
udh ni 

h sebagaimana dimaksud | pada pasal: 9. tercantum, 
| PN Na 

. dalam lampiran I yang me pakan: 1 bagian . tidak 

| terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. ai |. : 

3. Kefentual Pasal 11 ayat (1), : ayat (3), ayat ta, ayat & 3 

| diubah, » sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai | berikut : Mi 

Peda . Pasal 11 | Man :1 

TN Jan Ta : | li) Anggaran - belanja ' “mo al jai . an i 

naa : Rp.194.470.780.337,00 |: | bertambah sebesar 
'Rp.2.883.675.698,00| Na | | menjadi na Sebesar : aa 

Rp. 197.354.456.035, 00 yang terdiri at atas: Tn “5. 1 ag: 

La. Belanja modal tanah: 1 Na NN BSN 

. Belanja modal peralatan dan mesin, | 

. Belanja modal gedung dan bangunan: - : 
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c 

4. Belanja modal jalan, jagingan, dan irigasi, 2 

e ' Belanja modal aset tetap lainnya dan. 
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| ld :f. Belanja modal aset tidak berwujud. Gea sah deni 

(2) Tetap. panas Bond ap sa 1 

@ Belanja modal peralatan dan ih 'mesin semula" “LT 

| sebesar” Rp.32.425.611/088 ig | Aa 3 
| sebesar Rp.92.822.100,00 meljad, sebesar P3 
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berbunyi sebagai berikut: . 
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Rincian Perubahan/ Pergeser 

Modal Tanah, Belanja Modal 

Belanja Modal Gedung dan B 

Jalan, Jaringan dan Irigasi, d n Belanja Modal Aset 

Tetap Lainnya sebagaimana di aksud pada pasal 1 

n' anggaran. belanja ai 

Peralatan dan Mesin . 

gunan, Belanja Modal ! 
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